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ABSTRAK 

 Masna.2022.Skripsi.Analisis kemanfaatan pemberian bantuan usaha kecil 

menengah pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kab. Sidrap 

dibimbing oleh Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si dan Ahmad Jumarding, SE., M.M. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui manfaat Pemberian Bantuan Usaha 

Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenga Kerja Dan Transmigrasi Di Kab. 

Sidrap. 

 Objek penelitian adalah pelaku UKM yang menerima Bantuan usaha kecil 

menengah. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 65% memiliki manfaat social bagi 

pelaku UKM setalah menerima bantuan usaha kecil menengah dan 100% memiliki 

manfaat ekonomi bagi pelaku UKM setalah menerima bantuan dari pemerintah. 

  

Kata Kunci :  Kemanfaatan pemberian bantuan, bantuan usaha kecul menengah 
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ANALYSIS OF THE BENEFITS OF SMALL MEDIUM BUSINESS ASSISTANCE 

AT THE DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI IN 

SIDRAP REGENCY 

By : 

Masna 

Prodi Management Faculty of Economics and Business 

Bosowa University 

ABSTRACT 

Masna.2022.Skripsi.Analysis of the benefits of providing small and medium-sized 

business assistance to the Department of Cooperatives, SMEs, Manpower and 

Transmigration in Kab. Sidrap was guided by Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si and 

Ahmad Jumarding, SE., M.M. 

The purpose of this study was to determine the benefits of Small and Medium 

Enterprises Assistance at the Cooperatives, SMEs, Manpower and Transmigration 

Offices in the District. Sidrap. 

The object of research is SME actors who receive small and medium business 

assistance. The analytical method used is descriptive analysis. 

The results showed that 65% had social benefits for SMEs after receiving 

assistance from small and medium enterprises and 100% had economic benefits for SMEs 

after receiving assistance from the government. 

Keywords: Benefits of providing assistance, small and medium business assistance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting 

dalam pembangunan ekonomi daerah, dan pemerintah daerah harus 

memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan wilayah usahanya. Dengan 

banyaknya produk impor yang masuk ke pasar domestik, pemerintah daerah harus 

memberikan kontribusi nyata untuk mempertahankan produk yang ada bagi 

Ushaha Kecil Menengah yang berkembang di berbagai daerah harus 

dikembangkan oleh pemerintah daerah karena merupakan salah satu kunci 

peningkatan perekonomian daerah, khususnya pemrintah daerah kabupaten Sidrap 

Sulawesi Selatan. 

Usaha kecil dan menengah merupakan jenis usaha yang memiliki kontribusi 

cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. UKM berperan dalam 

memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang ada diwilayah 

kabupaten Sidrap. Diharapkan Peran pelakau UKM akan memnbantu pemerintah 

baik di tingkatan Pusat maupun Wilayah dalam peningkatan produk domestik 

bruto. Peran UKM tidak hanya tercermin di negara berkembang, tetapi juga di 

Negara maju. Usaha kecil dan menengah dapat menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha besar. Usaha kecil dan 

menengah juga berkontribusi lebih besar terhadap PDB daripada perusahaan 

besar. 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap 



2 
 

 
 

adalah salah satu Dinas Teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh 

kekuatan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Sidrap baik yang berupa potensi 

Sumber Daya Manusia maupun sumber daya lainnya melalui pemberdayaan 

Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi kekuatan ekonomi riil 

yang dapat tumbuh dan berkembang, serta mampu memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya pelaku Ekonomi. 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Sidrap berkedudukan sebagai unsur pelaksanan otonomi 

daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang memiliki 

pegawaiq 33 orang untuk membantu kerja-kerja kepala dinas . Dalam Dinas 

Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdapat 4 bidang yaitu Bidang 

Koperasi, Bidang UKM, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi yang 

masing-masing dikepalai oleh Kepala Bagian. 

Mengingat masih tingginya jumlah pengangguran dan tidak semua orang 

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi untuk mencari pekerjaan, maka 

keberadaan UKM di Kabupaten Sidrap dapat menciptakan peluang kerja yang 

cukup besar bagi tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi 

tingkat pengangguran. Namun saat ini pengembangan UKM masih dilanda 

berbagai hambatan dalam mengahadapi dunia usaha.  

Berbagai hambatan dan kendala yang sering dihadapi pelaku UKM yaitu 

masalah kekurangan modal. Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak 

para pelaku UKM dalam menjalankan serta meningkatkan usaha dan 
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pendapatannya. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UKM diperlukan 

tambahan bantuan modal berupa peralatan dari pemerintah Kabupaten Sidrap 

melalui Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan 

tempat pemberian tambahan modal berupa peralatan kepada pelaku UKM dengan 

syarat peralatan yang diberikan benar-benar digunakan untuk pengembangan 

usaha. Bantuan peralatan yang berikan seperti mesin jahit, alat pembuatan kue, 

alat pertukangan dan mesin. Dengan bantuan usaha ini dapat mendorong pelaku 

UKM dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya.  

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat seberapa manfaat bantuan usaha 

bagi pelaku UKM yang diberikan dari pemerintah melalui Dinas Koperasi, UKM, 

Tenaga kerja dan Transmigrasi dengan mengukur tingkat pendapatan dan 

omsetnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk malakukan penelitian 

yang berjudul “ANALISIS KEMANFAATAN PEMBERIAN BANTUAN 

USAHA KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA 

KERJA DAN TRANSMIGRASI DI KAB. SIDRAP” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah : “Apa manfaat Pemberian Bantuan Usaha Kecil Menengah Pada 

Dinas Koperasi, UKM, Tenga Kerja Dan Transmigrasi Di Kab. Sidrap?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengatahui manfaat Pemberian Bantuan Usaha Kecil Menengah 

Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenga Kerja Dan Transmigrasi Di Kab. Sidrap. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan UKM, serta dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dan tambahan informasi dalam melakukan 

penelitian. 

2. Bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sidrap dengan penelitian ini 

diharapkan lebih memperhatikan pelaku UKM dalam mengembangkan 

usahanya utamanya dalam hal permodalan. 

3. Bagi publik penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

bahwa ada program pemerintah berupa bantuan modal untuk wirausaha 

pemula dan dan juga bantuan modal dalam bentuk peralatan yang dapat 

digunakan untuk UKM. 

4. Bagi penulis, dapat menambahkan wawasan pengatahuan dan pengalaman 

dengan mensuvei langsung di lokasi penelitian.  

5. Bagi universitas Bosowa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi. 

Sebagai data untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Usaha Kecil Menengah 

 Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah 

satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga 

dengan negara Indonesia. UKM membantu negara atau pemerintah dalam hal 

penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit 

kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung 

pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang 

tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar maka UKM 

perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar 

terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan 

elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar (Mulianti 2018:19). 

 Menurut (Hasanah et al. 2020 : 13) beberapa lembaga atau instansi 

memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai berikut:  

1) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

 Sesuai dengan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha 

yang memiliki jumlah pegawai 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha 

menengah merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai 

dengan 99 orang. 

2) Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 

 UKM adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 
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Rp200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki 

penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000, tidak termasuk tanah dan 

bangunan. 

3) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 

tanggal 27 Juni 1994. 

 Badan Usaha yang menjalankan kegiatan/usaha dengan penjualan/omzet 

tahunan sampai dengan Rp600.000.000 atau aset/harta sampai dengan 

Rp600.000.000. (tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati). 

4) Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 tahun 1998  

 Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan 

bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu 

dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UKM): 

1) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beridri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langdung maupuun tidak langsung dengan usaha kecil 

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diataur dalam undang-undang ini. 

2) Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang usaha perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
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menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil 

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa UKM 

adalah usaha yang dapat menghasilkan omset tahunan terbesar. 200.000.000- 

Rp600.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan, dengan tenaga kerja 5 

sampai dengan 19 orang, dan usaha menengah adalah badan usaha dengan omzet 

paling banyak Rp. 200.000.000 – Rp1.000.000.000 per tahun, tidak termasuk 

tanah dan bangunan. 

2.1.2 Ciri-Ciri Usaha Kecil Menengah 

 Adapun ciri-ciri usaha kecil menengah menurut undang-undang Republik 

Indonesia NO. 20 Tahun 2008 yaitu:  

1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang 

berubah. 

2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. 

3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masi 

sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan 

keluarga, sudah membuat neraca usaha. 

4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 

5) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam 

berwirausaha. 

6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. 

7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti 
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business planning. (Asmawiyah 2021 : 18) 

2.1.3 Manfaat UKM 

 Beberapa manfaat atau fungsi dari Usaha Kecil Menengah (UKM) bagi 

suatu Negara (https://manfaat.co.id/manfaat-usaha-kecil) adalah: 

1.  Membuka peluang kerja  

  Salah satu manfaat usaha ini bagi masyarakat adalah Usaha Kecil 

Menengah dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. 

Melalui upaya tersebut dapat mengurangi pengangguran di masyarakat. 

Selain itu, bisnis ini tidak membutuhkan gelar yang tinggi. Biarpun orang 

berpendidikan rendah untuk melakukan bisnis bahkan tanpa pendidikan, 

selama mereka memiliki keterampilan atau pelatihan. 

2. Dapat meningkatkan jumlah PDB 

  Produk domestik bruto adalah nilai ekonomi makro dalam hal 

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan jasa atau barang selama 

periode waktu tertentu. Hal ini akan menunjukkan seberapa besar kekuatan 

ekonomi yang dimiliki suatu negara. Usaha kecil dan menengah adalah salah 

satu penyumbang pajak negara terbesar karena bagian mereka yang besar dari 

masyarakat. Dengan demikian, manfaat wirausaha atau kemandirian 

masyarakat secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan 

pertumbuhan, pembangunan, dan kemajuan nasional. 

3. Meningkatkan ekonomi Negara  

  UKM di masyarakat semakin umum karena mudah untuk memulai dan 

fleksibel untuk diterapkan. Manfaat langsung dari UKM adalah untuk 

https://manfaat.co.id/manfaat-usaha-kecil
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meningkatkan perekonomian kelas menengah ke bawah. Bisnis ini memiliki 

manfaat tambahan secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi 

negara. Dengan adanya UKM maka pendapatan nasional yang diperoleh 

negara dapat ditingkatkan. 

4. Solusi Bisnis untuk Komunitas Kecil  

  Manfaat membuka UKM adalah sebagai salah satu solusi ekonomi bagi 

masyarakat menengah ke bawah, meskipun memiliki pelaku usaha 

berpendidikan tinggi dengan latar belakang pendidikan rendah. Masyarakat 

dapat menjalankan usaha ini sesuai dengan kemampuannya tanpa ada 

persyaratan khusus. Untuk memajukan usaha ini, pemerintah juga 

memberikan fasilitas seperti pelatihan, pendanaan atau pengembangan usaha. 

2.1.4 Permasalahan Usaha Kecil Menengah 

 Menurut Hafsah (2004) dalam (Agusinta lira 2021 : 4-7) masalah yang 

dihadapi pelaku UKM terdiri dari faktor internal dan eksternal.  

a. Faktor Internal 

1) Kurangnya Permodalan  

 Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk 

mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena 

pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau 

perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si 

pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari 

bank atau lembaga kekuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan 

secara administrative dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. 
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2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia  

  Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan 

merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha 

kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengatahuan dan 

keterampirannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan 

usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan 

optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha 

tersebut relative sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru 

untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. 

3) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar  

  Usaha kecil yang pada umunya merupakan unit usaha keluarga, 

mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan 

penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan 

jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang 

kompotitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai 

jaringanyang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat 

menjangkau internasional dan promosi yang baik. 

a. Faktor Eksternal 

1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif 

  Kebijakan pemerintah untuk menumbuh kembagkan Usaha Kecil 

Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, 

namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain 

masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-
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pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar. 

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha 

  Kurangnya informasi ynag berhubungan dengan kemajuan ilmu 

dan teknologi, menyebabkan saran dan prasaran yang mereka miliki juga 

tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya 

sebagaimana yang diharapkan. 

3) Implikasi Perdagangan Bebas 

  Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 

2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil 

menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau 

tidak mau Usaha Kecil Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan 

proses produksi dengan produktif dan efeien, serta dapat menghasilkan 

produk yang sesuai dengan frekensi pasar global dengan standar kualitas 

seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak 

Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering 

digunakan secara tidak fair oleh Negara maju sebagai hambatan (Non 

Tariff Barrier For Trade). Untuk itu maka diharapkan UKM perlu 

mempersiapkan mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif 

maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

4) Implikasi Otonomi Daerah 

  Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk 

mengatur dan memngurus mesyarakat setempat. Perubahan ini akan 
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mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa 

pengutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha Kecil menengah 

(UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibebani maka menurunkan daya 

saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disamping itu semangat 

kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi kurang 

menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembankan usahanya 

didaerah tersebut. 

5) Sifat Produk Lifetime Pendek 

  Sebagian besar produk industry kecil memilki ciri atau 

karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan 

lifetimenyang pendek. 

6) Terbatasnya Akses Pasar 

  Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk ynag 

dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional 

maupun internasional. 

2.1.5 Solusi Permasalahan Usaha Kecil Menengah 

 Setelah melihat permasalahan yang dihadapi oleh UKM, tentunya instansi 

terkait akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Pelatihan  

 Sudah sewajarnya instansi terkait dalam hal ini koperasi tidak hanya 

harus melaksanakan pelatihan keterampilan manajemen atau pembuatan 

produk, tetapi juga pelatihan di bidang pembukuan harus disertai dengan 
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pelatihan akuntansi sederhana, dan diharapkan pengelolaan UKM akan lebih 

terkonsentrasi. Selain itu, melalui pelatihan pembukuan untuk usaha kecil dan 

menengah, diharapkan dapat membantu mengatasi krisis pinjaman modal 

usaha ke bank, sehingga bank dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan 

usaha kecil dan menengah, dan kemudian membantu kesejahteraan karyawan 

di UKM. 

2) Modal 

 Terkait dengan hal tersebut, diharapkan ada program pemerintah yang 

mendukung UKM, seperti program KUR (Kredit Komersial Rakyat) atau 

bantuan berupa peralatan dan perbaikan program lainnya yang pada dasarnya 

memang sangat membantu usaha kecil menengah khsusnya permodalan. 

2.1.6 Jenis-Jenis Usaha Kecil Menengah 

 Beberapa contoh jenis UKM di Indonesia antara lain: 

1) UKM kuliner  

 Bisnis kuliner adalah jenis UKM yang paling umum di Indonesia. 

Bisnis ini tidak akan pernah mati karena semua orang butuh makan. Bisnis 

kuliner bisa semakin berkembang. Modal yang dibutuhkan untuk memulai 

UKM kuliner juga sangat kecil. Kunci mengembangkan bisnis kuliner adalah 

kualitas rasa, pelayanan, harga dan strategi pemasaran 

2) UKM Fashion  

 Selain makanan, bisnis di industri fashion juga banyak ditemui di 

Indonesia. Bisnis di daerah ini bisa menghasilkan keuntungan berlipat ganda, 

terutama saat hari libur seperti Idul Fitri dan Natal. Tren di dunia fashion juga 
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berkembang mengikuti perkembangan zaman. Bisnis kecil bisa menjadi 

bisnis besar selama Anda bisa mengikuti perkembangan zaman. 

3) UKM Pendidikam dan Pelatihan  

 Bisnis di bidang pendidikan, seperti kursus dan pelatihan, masih sangat 

diminati. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar. 

Pendidikan diperlukan dari anak usia dini hingga remaja, pelajar hingga 

pekerja kantoran. Untuk memulai bisnis di bidang pendidikan, Anda 

memerlukan pengetahuan dasar tentang bidang pendidikan yang ingin Anda 

berikan. 

4) UKM Agribisnis  

 Sayur, telur, dan daging merupakan kebutuhan pokok masyarakat. 

Sayangnya, usaha pertanian dan peternakan masih didominasi oleh orang tua. 

Sebagian besar cara yang digunakan masih tradisional dan sulit bersaing. 

Contoh usaha kecil menengah di sektor agribisnis adalah peternakan, ayam 

petelur, produksi tanaman pangan, sayuran organik dan benih tanaman. 

5) UKM Tour & Travel  

 Indonesia merupakan negara dengan potensi pariwisata yang sangat 

tinggi. Mereka dapat menawarkan paket perjalanan ke berbagai daerah di 

Indonesia. Banyak daerah yang orang Indonesia sendiri belum tahu. Mereka 

dapat menawarkan paket wisata ke daerah yang belum dijelajahi. Usaha ini 

meliputi jasa akomodasi seperti transportasi dan akomodasi. 

6) UKM produk kreatif 

 Produk kreatif seperti kerajinan tangan merupakan salah satu bidang 
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usaha yang sedang giat ditekuni. Harga jual kerajinan tangan sangat tinggi. 

Keunggulan produk handmade adalah orisinalitasnya. Ada juga berbagai jenis 

kerajinan, mulai dari fashion item, aksesoris kecantikan, peralatan dapur dan 

dekorasi rumah. 

7) UKM Teknologi dan Internet  

 Kemajuan teknologi yang pesat memungkinkan usaha di bidang ini 

untuk berkembang lebih cepat. Usaha ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

karena komunikasi merupakan kebutuhan pokok. Kebutuhan akan teknologi 

dan internet jauh lebih besar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di 

perkotaan. Contoh paling umum dari UKM teknologi dan internet adalah 

pengembang aplikasi smartphone. 

8) UKM Jasa Kebersihan  

 Kehidupan kantor yang sibuk menyulitkan banyak orang untuk menjaga 

kebersihan rumahnya. Misalnya, mencuci, menyetrika dan membersihkan 

debu membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Oleh karena itu, banyak usaha 

kecil di bidang jasa kebersihan seperti laundry, vacuum cleaner dan cuci 

mobil menyasar kalangan masyarakat yang over-employed. 

2.1.7 Pemberian Bantuan Modal Usaha 

 Istilah “modal” identik dengan dunia ekonomi dan bisnis. Esensi utama dari 

kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitasnya adalah ketersediaan modal. 

Modal merupakan faktor terpenting dalam produksi. Perusahaan yang baru berdiri 

menggunakan modalnya untuk melakukan kegiatan komersial, sedangkan 

perusahaan yang sudah berdiri lama menggunakan modalnya untuk 
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mengembangkan usahanya dan memperluas pangsa pasarnya. Besarnya modal 

sebenarnya tergantung dari besar kecilnya usaha yang akan dilakukan. 

 Salah satu arti modal dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang-

barang yang digunakan sebagai dasar atau persiapan untuk bekerja. Sedangkan 

Menurut Bambang Riyanto (2015;17) pengertian modal dapat dilihat dari dua sifat 

yakni pengertian modal klasik dan pengertian modal non-physical oriented. 

“Pengertian modal klasik adalah hasil produksi yang digunakan untuk 

memproduksi lebih lanjut. Sedangkan pengertian modal non-physical oriented 

adalah modal yang ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau 

menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal.”   

 Modal kerja diperlukan sebagai cadangan untuk menjalankan suatu 

usaha/rencana usaha guna memenuhi kebutuhan dasar individu agar tidak terjadi 

kekurangan bahkan kemiskinan. Modal ini dapat berupa uang dan tenaga (skill). 

Modal finansial biasanya digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan bisnis, 

antara lain: Biaya investasi dimuka, perjanjian lisensi, pembelian aset dan biaya 

investasi modal kerja. Modal keterampilan merupakan keahlian individu dalam 

menjalankan usaha. 

 Bantuan UKM adalah bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan berupa 

peralatan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang disalurkan oleh 

pemerintah melalui dua kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Kementerian Sosial. 

 Modal dapat dikategorikan menurut asal, bentuk, kepemilikan, dan sifatnya. 

Berdasarkan sumbernya (Ardiprawiro 2016 : 88), modal dapat dibagi menjadi dua 
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bagian yaitu:  

1. Modal diperoleh dari sumber internal  

 Modal yang diperoleh secara internal adalah modal atau dana yang 

dibuat atau dihasilkan di dalam perusahaan itu sendiri. Dalam arti luas, 

"pengeluaran dari suatu perusahaan" atau "pembiayaan internal" adalah jenis 

output yang menggunakan dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan 

oleh perusahaan itu sendiri, yaitu output dengan "kekuatan sendiri". 

2. Modal dari sumber eksternal  

 Sumber modal eksternal adalah sumber modal dari luar perusahaan,’dan 

metode pengeluaran ketika biaya untuk memenuhi kebutuhan modal berasal 

dari sumber-sumber modal yang di luar perusahaan disebut pengeluaran dari 

luar perusahaan (external financing). Modal eksternal adalah dana yang 

bersumber dari kreditur dan pemilik, pemegang saham, atau pemangku 

kepentingan. Modal yang diperoleh dari para kreditur merupakan kewajiban 

kepada badan yang bersangkutan, dan modal yang diperoleh dari para 

kreditur tersebut adalah: Apa yang disebut "modal asing". Cara pembelanjaan 

dengan modal asing disebut “foreign spending” atau pembelanjaan utang 

(debt lending).  

Pemberian bantuan usaha merupakan salah satu solusi yang tepat untuk 

mengatasi masalah pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan permodalan 

merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk perkembangan Usaha Kecil 

Menengah (UKM). Sektor ini dapat membantu upaya penanggulangan kemiskinan 

karena usaha kecil dapat menyerap tenaga kerja terampil, berpendidikan rendah 
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dan berpartisipasi dalam usaha kecil, baik tradisional maupun modern (Tulus 

1996:149).  

Pemerintah juga memperhatikan masalah distribusi modal kewirausahaan, 

pengembangan usaha kecil dan mikro untuk mengurangi kemiskinan, 

memfasilitasi distribusi modal dan menyediakan pembiayaan yang terjangkau. 

Selain itu, Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat menjadi katup pengaman sosial 

dan ekonomi, berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang seimbang dan adil. 

Pemerintah memberikan bantuan modal berupa peralatan kepada pelaku usaha 

untuk meningkatkan produktivitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

2.1.8 Pemanfaatan 

 Menurut Davis, kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa 

penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja. Kemanfaatan (perceived 

usefulness) adalah penentu yang kuat dari penerimaan pengguna sistem informasi, 

perekrutan pengguna, dan perilaku. Pemanfaatan berasal dari kata dasar yang 

berarti keuntungan atau dapat diartikan bermanfaat. pemanfaatan berarti proses, 

cara, atau tindakan penggunaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer, 

2002: 928). pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, metode, atau tindakan 

yang membuat sesuatu menjadi berguna. Istilah pemanfaatan berasal dari kata 

dasar manfaat yang berarti keuntungan, mendapat imbuhan pe-an yang berarti 

proses atau tindakan memanfaatkan (Poerwadarminto, 2002:125). 

  Berdasarkan definisi diatas, maka pemanfaatan bantuan usaha diartikan 

suatu proses, cara dan perbuatan para pelaku UKM dalam menggunakan atau 

memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi, 
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UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menigkatkan usahanya. 

 Bantuan usaha kecil menegah dari pemerintah diharapkan dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya dan lebih hati-hati karena bantuan berupa peralatan dari 

pemerintah daerah kepada usaha perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat 

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial sehingga bantuan tersebut bisa digunakan, 

diatur dan dikelola dengan baik yang tujuannya untuk bisa memberikan manfaat 

bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mengembangkan usahanya 

baik secara kuantitas, kualitas, pasar dan peningkatan pendapatan ekonomi pada 

seluruh anggota kelompok dan hal ini sesuai dengan strategi pemerintah dalam 

pemberdayaan UMKM khususnya mikro dan kecil agar dapat naik kelas. 

2.1.9 Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

 Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap 

adalah salah satu Dinas Teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh 

kekuatan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Sidrap baik yang berupa potensi 

Sumber Daya Manusia maupun sumber daya lainnya melalui pemberdayaan 

Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi kekuatan ekonomi riil 

yang dapat tumbuh dan berkembang, serta mampu memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya pelaku Ekonomi. 

Kinerja adalah pencapaiaan seseorang atau pegawai yang memiliki hasil 

kerja serta dapat melaksankan output, efisien, Efektivitas yang berkaitan dengan 

produksivitas secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang 

dipertanggungjawabkan (Mangkunegara:2002:22) dalam Jumarding dkk.2021. 
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 Berdasarkan UU yang mengatur koperasi dalam pasal 3, koperasi 

mempunyai tujuan buat mensejahterakan anggota dalam khususnya & rakyat 

dalam umumnya, dan ikut menciptakan tatanan perekonomian nasional pada 

rangka mewujudkan rakyat yg maju, adil, & makmur menurut Pancasila & 

Undang-Undang Dasar 1945. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai 

tugas utama mendukung, mengembangkan, memberdayakan, dan mempersiapkan 

penyusunan pedoman teknis untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan 

memfasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM. Melindungi usaha 

kecil dan meningkatkan kualitas kewirausahaan. 

 Tenaga kerja mempunyai fungsi membina, mengendalikan dan mengawasi 

di bidang sumber daya manusia dan melatih calon tenaga kerja agar memiliki 

keterampilan khusus yang sesuai dengan kebutuhan pencari kerja dan memberikan 

banyak kesempatan secara luas, meningkatkan pelayanan rujukan kerja, dan 

menyediakan informasi pasar dan pasar saham. Transmigrasi bertanggung jawab 

untuk mengkoordinasikan sektor migrasi, termasuk perencanaan wilayah migrasi, 

pengembangan pemukiman dan pengaturan distribusi penduduk, dan 

pengembangan komunitas migran. 
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2.2 Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka pikir dan juga landasan penelitian dapat 

digambarkan sebuah paradigma penelitian seperti pada gambar di bawah in: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas Koperasi, Ukm, Teanga 
kerja Dan Transmigrasi 

Kemanfaatan Bantuan Usaha 
Kecil Menengeah 

Pelaku UKM Di Kab. Sidrap 

Rekomendasi 

Sosial/ 
Lingkungan 

Perkembangan Ukm 

Ekonomi 

Kesimpulam 
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2.3 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan semantara terhadap rumusan 

masalah. Jawaban yang diberikan berdasarkan pada teori relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Jadi hipotesis juga dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang emperik (Sugiyono 2017 : 63). 

 Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis menyususn hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho :  Diduga bantuan usaha kecil menengah memiliki manfaat bagi pelaku 

UKM. 

Ha :  Diduga bantuan usaha kecil menengah tidak memiliki manfaat bagi pelakut 

UKM. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi, UKM, 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang berlokasi di Jalan Harapan Baru, Kompleks 

SKPD Blok B No. 13 Kab. Sidrap Sulawesi Selatan. Tempat penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang 

berkaitan dengan kepentingan peneliti sekaligus tempat dilaksanakannya 

penelitian. Waktu penelitian di perkirakan kurang lebih 3 (tiga) bulan yang akan 

di mulai bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

1.2.1 Jenis Data 

Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Data kualitatif, yaitu Metode penelitian filosofis yang digunakan untuk 

mempelajari kondisi ilmiah (eksperimen), menekankan pentingnya peneliti 

sebagai sarana, teknik pengumpulan data, dan  analisis kualitatif. Metodologi 

penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu 

fenomena atau subjek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap, dan persepsi  

individu atau kelompok orang (Sugiyono 2018:213). 

2. Data kuantitatif yaitu Metode penelitian berdasarkan filosofi positivis yaitu 

data kuantitatif atau statistik yang dirancang untuk memeriksa populasi atau 

sampel tertentu, menggunakan alat penelitian untuk mengumpulkan data, dan 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam analisis 
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(Sugiyono 2017: 8) 

1.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslin`ya. Data primer dapat berupa opini subyek secara individu 

atau kelompok, hasil obsevasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, 

dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2014: 146). 

2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicata oleh pihak lain). 

Data sekunder umumnya beruapa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip ( data documenter) yang dipublikasikan dan yang 

tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2014:147). 

3.3 Metode Pengumpula Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung atau mengamati secara langsung subjek 

penelitian sehingga aktivitas subjek penelitian dapat diketahui secara detail. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menanyakan kepada setiap responden secara tertulis beberapa atau 

serangkaian pertanyaan atau pernyataan. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen atau arsip 

yang dapat memberikan informasi tentang data penelitian. 

3.4 Metode Analisis 

Metode ananlisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif 

Menurut Sugiyono (2016 : 147), metode analisis deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis 

deskriptif dapat ditampilkan dalam bentuk table, grafik, diagram lingkarang, 

pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), 

perhitungan desil, persentil, dan sebagainya.  

3.5 Defenisi Operasional 

1. Usaha Kecil Menengah 

Usaha Kecil Menengah adalah salah satu bagian penting dari 

perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara 

Indonesia. UKM membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan 

lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru 

yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan 

rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi 

jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar maka UKM 

perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar 

terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah 
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dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. 

2. Pemberian Bantuan Usaha 

Pemberian bantuan usaha merupakan salah satu solusi yang tepat untuk 

mengatasi masalah pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan permodalan 

merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk perkembangan UKM. 

Sektor ini dapat membantu upaya penanggulangan kemiskinan karena usaha 

kecil dapat menyerap tenaga kerja terampil, berpendidikan rendah dan berpart 

O fisipasi dalam usaha kecil, baik tradisional maupun modern. 

3. Pemafaatan  

Pemanfaatan bantuan usaha diartikan suatu proses, cara dan perbuatan 

para pelaku UKM dalam menggunakan atau memanfaatkan bantuan yang 

diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dalam menigkatkan usahanya. 
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BAB IV 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

4.1 Gambaran umum Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kab. Sidrap 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap 

adalah salah satu Dinas Teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh 

kekuatan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Sidrap baik yang berupa potensi 

Sumber Daya Manusia maupun sumber daya lainnya melalui pemberdayaan 

Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  untuk menjadi kekuatan ekonomi 

riil yang dapat tumbuh dan berkembang, serta mampu memberikan pelayanan 

yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi. 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berlokasi di di Jl. 

Harapan Baru, Lompleks SKPD kab. Sidenreng Rappang Blok B. sampel dalam 

penelitian ini adalah UKM yang menerima bantuan modal berupa uang dari 

pemerintah. Waktu penelitian mulai dari maret 2022 sampai dengan juni 2022. 

4.1.1 Sejarah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. 

Sidrap 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten 

Sidenreng Rappang terbentuk dari pecahan Dinas Koperasi, UMKM, 

Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Sosisal, Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang. 
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Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten 

Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor:18 Tahun 

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sidenreng 

Rappang Nomor 48 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan tata Kerja Dinas Koperasi, 

UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng sebagai pedoman 

susunan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Sidrap berkedudukan sebagai unsur pelaksanan otonomi 

daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang memiliki 

pegawai 33 orang PNS dan 22 orang non PNS orang untuk membantu kerja-kerja 

kepala dinas. Dalam Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 

terdapat 4 bidang yaitu Bidang Koperasi, Bidang UKM, Bidang Tenaga Kerja dan 

Bidang Transmigrasi yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Bagian. 

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah lembaga teknis di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan urusan Pembinaan 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan 
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pembangunan lainnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 

didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor. 

4.1.2 Visi Dan Misi 

Visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 

Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati 

Sidenreng Rappang yakni: 

Visi 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI 

DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU  DENGAN MASYARAKAT 

RELIGIUS, AMAN, ADIL, DAN SEJAHTERA” 

 

Misi 

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan  

dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat; 

2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM, dan industri pengolahan berbasis petik, 

olah, kemas, dan jual. 

3. Mengembangkan  kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja 

baru. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah 

dalam   memperlancar mobilitas arus barang dan jasa 

5. Mengoptimalkan kinerja,   kualitas dan profesionalitas   birokrasi pemerintah 

daerah dalam  pelayanan publik melalui  penerapan good governance dan 

electronic governance, 

6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa 

cerdas (smart village), sehat dan mandiri. 



30 
 

 
 

7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta 

meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan 

kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga 

Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur 

organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan Tata Kerja Dinas 

Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang 

 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi 

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Setiap Bagian 

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 

1. merumuskan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan 
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tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

2. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

3. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkup dinas; 

4. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar; 

5. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD 

yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal; 

6. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

7. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai 

dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku; 

8. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

9. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan 

pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, 

perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan; 

b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok sebagai 

berikut: 

1. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas; 

2. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan; 
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3. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; 

4. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

c. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan 

penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan 

laporan 

d. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai 

tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan 

administrasi dan pelaporan keuangan dan pengelolaan asset dan pengadaan 

barang dinas. 

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 

yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan 

urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi 

kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas. 

f. Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi sebagai beriku: 

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang kelembagaan, 

pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan usaha koperasi; 

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang kelembagaan, 

pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan usaha koperasi; 
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3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan, 

pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan usaha koperasi; 

4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, 

pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan usaha koperasi; 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

g. Seksi Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok tugas pokok menyiapkan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, 

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang kelembagaan dan 

pembiayaan usaha koperasi. 

h. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta 

pelaporan bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. 

i. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 

1. penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pembinaan dan 

Pengembangan serta pemberdayaan, yang meliputi produksi, 

pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi; 

2. penyelenggaraan dan pengkoordinasian perluasan akses dan jaringan 

pola kemitraan bidang usaha skala mikro, kecil, dan menengah; 

3. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penumbuhan iklim usaha 
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mikro, kecil dan menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan 

sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, 

persaingan, prasarana, informasi dan perlindungan usaha. 

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

j. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan 

evaluasi serta pelaporan Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

k. Seksi Usaha dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin 

oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan 

evaluasi serta pelaporan bidang Usaha dan Promosi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah. 

l. Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai 

tugas pokok sebagai berikut: 

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang pemberdayaan, 

pengawasan dan perlindungan tenaga kerja; 

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pemberdayaan, 

pengawasan dan perlindungan tenaga kerja; 

3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan, 

pengawasan dan perlindungan tenaga kerja; 

4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan, 
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pengawasan dan perlindungan tenaga kerja; 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 

m. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok menyiakan menyiapkan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan 

evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan tenaga kerja. 

n. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan 

evaluasi serta pelaporan bidang Pengawasan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja. 

o. Bidang Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas 

pokok sebagai berikut: 

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang pemberdayaan 

kawasan, penempatan, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; 

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pemberdayaan 

kawasan, penempatan, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; 

3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan 

kawasan, penempatan, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; 

4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kawasan, 

penempatan, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;  

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 
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fungsinya.merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di 

bidang pemberdayaan kawasan, penempatan, dan pemberdayaan 

masyarakat transmigrasi. 

p. Seksi Pemberdayaan Kawasan dan Penempatan Transmigrasi dipimpin 

oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan 

evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan kawasan dan penempatan 

transmigrasi. 

q. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan 

evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat transmigrasi. 

4.2 Deskripsi Data 

Bantuan modal usaha kecil menengah dalam Dinas Koperasi, UKM, Tenaga 

Kerjaz dan Transmigrasi dapat berupa uang dan barang. Barang merupakan suatu 

alat atau dapat berupa tempat yang digunakan untuk mendukung berjalannya 

pekerjaan. Sedangkang dana adalah bantuan berupa uang tunai dengan jumlah 

tertentu dari pemerintah.  

Responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaku UKM yang 

menerima bantuan modal beruapa uang  sebesar Rp. 5,000,000 dan Rp 7,000,000 

yang berjumlah 24 orang namun terdapat 4 orang yang usahanya tidak berjalan 

lagi sehingga sampel yang digunakan berjumlah 20 dari 24 populasi. 

Bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui Dinas Koperasi, UKM, 



37 
 

 
 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi diberikan secara gratis ke pelaku UKM dengan 

syarat mengisi laporan yang diberikan disertakan bukti kuitansi/nota 

pengeluaran/belanja penggunaan  bantuan dana yang diterima  dan foto kegiatan 

usaha untuk pemanfaatan awal. 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini yaitu pelaku UKM yang meneriman batuan 

dari pemerintah baik berupa peralatan maupun tunai yang memiliki karrakteristik 

yang berbeda-beda seperti yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jenis usaha. 

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan karakteristik responden sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Pelaku UKM 

1 Perempuan 10 

2 Laki-Laki 10 

Total 20 

Sumber: olahan data primer 2022 

Berdasarkan  tabel 4.1 terdapat 32 responden yang terdiri dari 10 perempuan 

dan 10 laki-laki. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan 

perempuan sama besar jumlahnya yang menerima bantuan Usaha Kecil Menengah 

dari pemerintah. 
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2. Karakteristik Berdasarkan Usia 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia (Tahun) Pelaku UKM 

1 20 – 30  2 

2 31 – 40  14 

3 41 – 50  4 

Total 20 

Sumber: olahan data primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui responden pada penilitian ini yang berusia 

20-30 terdiri 2 pelaku UKM, yang berusia 31 – 40 terdiri 14 pelaku UKM, dan 

yang berusia 41 – 50 terdiri dari 4 pelaku UKM. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan sebagian besar yang menerima bantuan usaha kecil menengah 

berusia 31 – 40. 

3. Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Pelaku UKM 

1 SMP/MTS 6 

2 SMK/SMA 9 

3 S1 5 

Total 20 

Sumber: olahan data primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat responden penelitian ini yang memiliki 

pendidikan terkahir SMP/MTS sebanyak 6 pelaku UKM, yang memiliki 

pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 9 pelaku UKM dan yang memiliki 

pendidikan terakhir S1 sebanyak 5 pelaku UKM. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan mayoritas pendidikan terakhir SMK/SMA yang menerima bantuan 
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usaha kecil menengah dari pemerintah. 

4. Karakteristik berdasarkan jenis usaha 

Tabel 4.4 Karakteristik Respondeb Berdasarkan Jenis Usaha 

No Jenis Usaha Pelaku UKM 

1 Penjahit 3 

2 Kerajinan 5 

3 Makanan/kuliner/Kue 4 

4 Budi daya Ikan 2 

5 Usaha Ternak 3 

6 Detergen Cair 1 

7 Pupuk Organik 1 

8 Seni Lukis 1 

Total 20 

Sumber: olahan data primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan para pelaku UKM  yang 

menerima bantuan usaha kecil menengah dari pemerintah penjahit berjumlah 3 

pelaku UKM, kerajinan berjumlah 5 pelaku UKM, makanan/kuliner/kue 

berjumlah 4 pelaku UKM, usaha ternak 3 pelaku UKM, budi daya ikan sebanyak 

2 pelaku UKM, detergen cair, pupuk organic, dan seni lukis masing – masing 1 

pelaku UKM. 

5. Karakteristik berdasarkan masa usaha berjalan 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa usaha Berjalan 

No Masa Usaha Berjalan Pelaku UKM 

1 1 – 5 tahun 9 

2 6 – 10 tahun 7 

3 11 – 15 tahun 4 

4 16 – 20 tahun - 

Total 20 
Sumber: olahan data primer 2022 
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat diuraikan responden yang usahanya berjalan 

selama 1 – 5 tahun berjumlah 18 pelaku UKM, usahanya yang berjalan 6 – 10 

tahun berjumlah 10 pelaku UKM dan usahanya yang berjalan 11 – 15 tahun 

berjumlah 4 pelaku UKM. Pada data tersebut dapat disimpulkan usaha yang 

berjalan 1 – 5 tahun paling banyak yang meneriman bantuan usaha kecil 

menengah dari pemerintah. 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Deskrptif Modal Awal Usaha 

Tabel 4.6 Deskriptif Modal Awal Usaha Responden 

No Modal Awal Jumlah Presentase 

1 < Rp. 5.000.000 -  

2 Rp5.000.000 s/d Rp20.000.000 2 10% 

3 Rp20.000.000 s/d Rp35.000.000 4 20% 

4 Rp35.000.000 s/d Rp50.000.000 5 25% 

5 >Rp50.000.000 9 45% 

Total 20 100 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

1. Bedasarkan tabel 4.6 menunjukkan responden yang modal awal usahanya  

Rp 5.000.000 – Rp 20.000.000 memiliki presentase sebasar 10% atau ada 1 

responden. 

2. Bedasarkan tabel 4.6 menunjukkan responden yang modal awal usahanya  

Rp 20.000.000 – Rp 35.000.000 memiliki presentase sebasar 20% atau ada 4 

responden. 

3. Bedasarkan tabel 4.6 menunjukkan responden yang modal awal usahanya  

Rp 35.000.000 – Rp 50.000.000 memiliki presentase sebasar 25% atau ada 5 
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responden. 

4. Bedasarkan tabel 4.6 menunjukkan responden yang modal awal usahanya  

>Rp50.000.000 memiliki presentase sebasar 45% atau ada 9 responden. 

4.3.2 Deskriptif Manfaat Bantuan Usaha Pada Tiap UKM Di Kab. Sidrap 

1. UKM  ROTAN MANDIRI 

Tabel 4.7 Deskrptif Data UKM Rotan Mandiri 

 
Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Rotan Mandiri sebelum mendapatkan bantuan yaitu 1 orang sementara 

setelah mendapatkan bantuan, UKM Rotan Mandiri dapat 

memperkerjakan 2 orang. Sehingga dapat disimpulkan jika terdapat 

manfaat social yang dirasakan UKM Rotan Mandiri setelah menerima 

bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Rotan Mandiri yaitu Rp 4,500,000 sebelum menerima bantuan. 

Sedangkan setelah menerima bantuan usaha omsetnya meningkat pada 

semester I sebesar Rp 9,000,000 dan semester II Rp 12,000,000. Dan 

keuntungan  UKM Rotan Mandiri sebesar Rp 1,500,000 sebelum 

menerima bantuan usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha 

mengalami peningkatan pada semester I  yaitu Rp 4,500,000 dan pada 

semester II Rp 6,000,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat 

Semester I Semester II

1 Karyawan 1 2 2

3 Omset Usaha 4,500,000Rp      9,000,000Rp      12,000,000Rp    

4 Keuntungan Usaha 1,500,000Rp      4,500,000Rp      6,000,000Rp      

Sesudah Menerima Bantuan
No Uraian

Sebelum 

Menerima Bantuan 
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ekonomi yang dirasakan UKM Rotan Mandiri setelah menerima 

bantuan dari pemerintah. 

2. UKM KOPI 99 

Tabel 4.8 Deskriptif Data UKM Kopi 99 

 
Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Kopi 99 sebelum mendapatkan bantuan yaitu 2 orang sementara 

setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Kopi 99 tidak 

mengalami perubahan  tetap memiliki 2 karyawan. Sehingga dapat 

disimpulkan jika tidak terdapat manfaat social yang dirasakan UKM 

Kopi 99 setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Kopi 99 yaitu Rp 9,000,000 sebelum menerima bantuan. Sedangkan 

setelah menerima bantuan omset usaha meningkat yaitu semester I 

sebesar Rp 13,000,000 dan semester II Rp 17,000,000. Dan 

keuntungan  UKM Kopi 99 sebesar Rp 6,750,000 sebelum menerima 

bantuan usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha mengalami 

peningkatan pada semester I  yaitu Rp 10,000,000 dan pada semester II 

Rp 13,000,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat ekonomi 

yang dirasakan UKM Kopi 99 setelah menerima bantuan dari 

pemerintah. 

Semester I Semester II

1 Karyawan 2 2 2

3 Omset Usaha 9,000,000Rp       13,000,000Rp   17,000,000Rp     

4 Keuntungan Usaha 6,750,000Rp       10,000,000Rp   13,000,000Rp     

Sebelum Menerima 

Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
No Uraian
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3. UKM BERKAH MAKMUR 

Tabel 4.9 Deskriptif Data UKM Berkah Makmur 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Berkah Makmur sebelum mendapatkan bantuan yaitu 1 orang 

sementara setelah mendapatkan bantuan, UKM Berkah Makmur dapat 

memperkerjakan 2 orang karyawan. Sehingga dapat disimpulkan jika 

terdapat manfaat social yang dirasakan UKM Berkah Makmur setelah 

menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Berkah Makmur yaitu Rp 20,000,000 sebelum menerima bantuan. 

Sedangkan setelah menerima bantuan omset usaha bertambah yaitu  

semester I sebesar Rp 9,000,000 dan semester II Rp 12,000,000. Dan 

keuntungan  UKM Berkah Makmur sebesar Rp 15,400,000 sebelum 

menerima bantuan usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha 

mengalami peningkatan pada semester I  yaitu Rp 16,850,000 dan pada 

semester II Rp 19,750,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat 

ekonomi yang dirasakan UKM Berkah Makmur setelah menerima 

bantuan dari pemerintah. 

 

 

Semester II Semester II

1 Karyawan 1 2 2

3 Omset Usaha 20,000,000Rp    22,000,000Rp    27,500,000Rp    

4 Keuntungan Usaha 15,400,000Rp    16,850,000Rp    19,750,000Rp    

No Uraian
Sebelum 

Menerima Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan



44 
 

 
 

4. UKM PUTRI TAYLOR 

Tabel 4.10 Deskriptif Data UKM Putra Putri Taylor 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.10 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Putra Putri Taylor sebelum mendapatkan bantuan yaitu 2 orang  

sementara setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Putra Putri 

Taylor tidak mengalami perubahan tetap memiliki 2 karyawan. 

Sehingga dapat disimpulkan jika tidak terdapat manfaat social yang 

dirasakan UKM Putra Putri taylor setelah menerima bantuan.. 

b. Berdasarkan tabel 4.10 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Putra Putri Taylor yaitu Rp 4,500,000 sebelum menerima bantuan. 

Sedangkan setelah menerima bantuan omset usaha bertambah yaitu  

semester I sebesar Rp 6,000,000 dan semester II Rp 9,000,000. Dan 

keuntungan  UKM Putra Putri Taylor sebesar Rp 1,500,000 sebelum 

menerima bantuan usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha 

mengalami peningkatan pada semester I  yaitu Rp 2,000,000 dan pada 

semester II Rp 3,500,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat 

ekonomi yang dirasakan UKM Putra Putri Taylor setelah menerima 

bantuan dari pemerintah. 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 2 2 2

3 Omset Usaha 4,500,000Rp      6,000,000Rp      9,000,000Rp      

4 Keuntungan Usaha 1,500,000Rp      2,000,000Rp      3,500,000Rp      

Uraian
Sebelum 

Menerima Bantuan 
No

Sesudah Menerima Bantuan
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5. UKM NAYLAH 

Tabel 4.11 Deskriptif Data UKM Naylah 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.11 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Naylah sebelum mendapatkan bantuan yaitu 2 orang  sementara setelah 

mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Naylah tidak mengalami 

perubahan yaitu tetap memiliki 2 karyawan. Sehingga dapat 

disimpulkan jika tidak terdapat manfaat social yang dirasakan UKM 

Nalylah setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.11 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Naylah yaitu Rp 12,500,000 sebelum menerima bantuan. Sedangkan 

setelah menerima bantuan omset usaha bertambah yaitu  semester I 

sebesar Rp 13,750,000 dan semester II Rp 16,250,000. Dan keuntungan  

UKM Naylah sebesar Rp 4,300,000 sebelum menerima bantuan usaha 

sedangkan setelah menerima bantuan usaha mengalami peningkatan 

pada semester I  yaitu Rp 5,150,000 dan pada semester II Rp 6,000,000. 

Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat ekonomi yang dirasakan 

UKM Naylah setelah menerima bantuan dari pemerintah. 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 2 2 2

3 Omset Usaha 12,500,000Rp     13,750,000Rp   16,250,000Rp     

4 Keuntungan Usaha 4,300,000Rp       5,150,000Rp     6,000,000Rp       

No Uraian
Sebelum Menerima 

Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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6. UKM SAVIRA 

Tabel 4.12 Deskriptif Data UKM Savira 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Savira sebelum mendapatkan bantuan yaitu 1 orang  sementara setelah 

mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Savira memiliki 2 karyawan. 

Sehingga dapat disimpulkan jika terdapat manfaat social yang dirasakan 

UKM Savira setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Savira yaitu Rp 4,500,000 sebelum menerima bantuan. Sedangkan 

setelah menerima bantuan omset usaha yaitu  semester I sebesar Rp 

4,500,000 dan meningkat di semester II Rp 7,000,000. Dan keuntungan  

UKM Savira sebesar Rp 1,100,000 sebelum menerima bantuan usaha 

sedangakan setelah menerima bantuan usaha mengalami peningkatan 

pada semester I  yaitu Rp 1,500,000 dan pada semester II Rp 3,000,000. 

Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat ekonomi yang dirasakan 

UKM Savira setelah menerima bantuan dari pemerintah. 

 

 

 

 

Semester 1 Semester 2

1 Karyawan 1 2 2

3 Omset Usaha 4,500,000Rp      4,500,000Rp      7,000,000Rp      

4 Keuntungan Usaha 1,100,000Rp      1,500,000Rp      3,000,000Rp      

No Uraian
Sebelum 

Menerima Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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7. UKM MARIANA 

Tabel 4.13 Deskriptif Data UKM Mariana 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.13 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Mariana sebelum mendapatkan bantuan yaitu 1 orang  sementara 

setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Mariana tidak 

mengalami perubahan yaitu tetap memiliki 1 karyawan tapi di semester 

II UKM Mariana memiliki karyawan 2. Sehingga dapat disimpulkan 

jika terdapat manfaat social yang dirasakan UKM Mariana setelah 

menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.13 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Mariana yaitu Rp 6,650,000 sebelum menerima bantuan. Sedangkan 

setelah menerima bantuan omset usaha meningkat yaitu  semester I 

sebesar Rp 9,500,000 dan semester II Rp 14,250,000. Dan keuntungan  

UKM Mariana sebesar Rp 3,000,000 sebelum menerima bantuan usaha 

sedangkan setelah menerima bantuan usaha mengalami peningkatan 

pada semester I  yaitu Rp 5,400,000 dan pada semester II Rp 

10,200,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat ekonomi yang 

dirasakan UKM Mariana setelah menerima bantuan dari pemerintah. 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 1 1 2

3 Omset Usaha 6,650,000Rp       9,500,000Rp     14,250,000Rp     

4 Keuntungan Usaha 3,000,000Rp       5,400,000Rp     10,200,000Rp     

No Uraian
Sebelum Menerima 

Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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8. UKM DIJAJ FARM 

Tabel 4.14 Deskriptif Data Dijaj Farm 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.14 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Dijaj Farm sebelum mendapatkan bantuan yaitu 4 orang  sementara 

setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM DiJaj semester I 

memiliki 5 karyawan dan semester II 8 karyawan. Sehingga dapat 

disimpulkan jika terdapat manfaat social yang dirasakan UKM Dijaj 

Farm setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.14 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Dijaj Farm yaitu Rp 4,500,000 sebelum menerima bantuan. Sedangkan 

setelah menerima bantuan omset usaha meningkat yaitu  semester I 

sebesar Rp 25,000,000 dan semester II Rp 35,000,000. Dan keuntungan  

UKM Dijaj Farm sebesar Rp 3,500,000 sebelum menerima bantuan 

usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha mengalami 

peningkatan pada semester I  yaitu Rp 20,000,000 dan pada semester II 

Rp 30,000,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat ekonomi 

yang dirasakan UKM Dijaj Farm setelah menerima bantuan dari 

pemerintah. 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 4 5 8

3 Omset Usaha 4,500,000Rp      25,000,000Rp    35,000,000Rp    

4 Keuntungan Usaha 3,500,000Rp      20,000,000Rp    30,000,000Rp    

No Uraian
Sebelum 

Menerima Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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9. UKM TIGA PUTRI TAYLOR 

Tabel 4.15 Deskriptif Data Tiga Putra Taylor 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.15 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Tiga Putra Taylor sebelum mendapatkan bantuan yaitu 2 orang  

sementara setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Tiga Putra 

Taylor semester I memiliki 2 karyawan dan semester II 3 karyawan. 

Sehingga dapat disimpulkan jika terdapat manfaat social yang dirasakan 

UKM Tiga Putra taylor setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.15 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Tiga Putra Taylor yaitu Rp 7,500,000 sebelum menerima bantuan. 

Sedangkan setelah menerima bantuan omset usaha meningkat yaitu  

semester I sebesar Rp 9,000,000 dan semester II Rp 11,000,000. Dan 

keuntungan  UKM Tiga Putra Taylor sebesar Rp 4,000,000 sebelum 

menerima bantuan usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha 

mengalami peningkatan pada semester I  yaitu Rp 5,500,000 dan pada 

semester II Rp 8,500,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat 

ekonomi yang dirasakan UKM Tiga Putra Taylor setelah menerima 

bantuan dari pemerintah. 

 

 

Semester 1 Semester 2

1 Karyawan 2 2 3

3 Omset Usaha 7,500,000Rp       9,000,000Rp     11,000,000Rp     

4 Keuntungan Usaha 4,000,000Rp       5,500,000Rp     8,500,000Rp       

No Uraian
Sebelum Menerima 

Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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10. UKM RUMAH SABLON KREATIF 

Tabel 4.16 Deskriptif Data UKM Rumah Sablon Kreatif 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.16 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Rumah Sablon Kreatif sebelum mendapatkan bantuan yaitu 2 orang  

sementara setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Rumah 

Sablon Kreatif masi tetap memiliki 2 karyawan. Sehingga dapat 

disimpulkan jika tidak terdapat manfaat social yang dirasakan UKM 

Rumah Sablon Kreatif setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.16 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Rumah Sablon Kreatif yaitu Rp 28,800,000 sebelum menerima bantuan. 

Sedangkan setelah menerima bantuan omset usaha meningkat yaitu  

semester I sebesar Rp 38,400,000 dan semester II Rp 57,600,000. Dan 

keuntungan  UKM Rumah Sablon Kreatif sebesar Rp 17,930,000 

sebelum menerima bantuan usaha sedangkan setelah menerima bantuan 

usaha mengalami peningkatan pada semester I  yaitu Rp 23,930,000 dan 

pada semester II Rp 38,130,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat 

manfaat ekonomi yang dirasakan UKM Rumah Sablon Kreatif setelah 

menerima bantuan dari pemerintah. 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 2 2 2

3 Omset Usaha 28,800,000Rp    38,400,000Rp    57,600,000Rp    

4 Keuntungan Usaha 17,930,000Rp    23,930,000Rp    38,130,000Rp    

No Uraian
Sebelum 

Menerima Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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11. UKM MAWAR 

Table 4.17 Deskriptif Data UKM Mawar 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.17 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Mawar sebelum mendapatkan bantuan yaitu 1 karyawan  sementara 

setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Mawar masi tetap 

memiliki 1 karyawan. Sehingga dapat disimpulkan jika tidak terdapat 

manfaat social yang dirasakan UKM Mawar setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.17 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Mawar yaitu Rp 2,800,000 sebelum menerima bantuan. Sedangkan 

setelah menerima bantuan omset usaha meningkat yaitu  semester I 

sebesar Rp 4,400,000 dan semester II Rp 7,200,000. Dan keuntungan  

UKM Mawar Rp 778,500 sebelum menerima bantuan usaha sedangkan 

setelah menerima bantuan usaha mengalami peningkatan pada semester 

I  yaitu Rp 1,778,500 dan pada semester II Rp 2,900,000. Sehingga jika 

disimpulkan terdapat manfaat ekonomi yang dirasakan UKM Mawar 

setelah menerima bantuan dari pemerintah. 

 

 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 1 1 1

3 Omset Usaha 2,800,000Rp       4,400,000Rp     7,200,000Rp       

4 Keuntungan Usaha 778,500Rp          1,778,500Rp     2,900,000Rp       

Sebelum Menerima 

Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
No Uraian
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12. UKM 99 FISH 

Tabel 4.18 Deskriptif Data UKM 99 Fish 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku 

a. Berdasarkan tabel 4.18 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

99 Fish sebelum mendapatkan bantuan yaitu 1 karyawan  sementara 

setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM 99 Fish masi tetap 

memiliki 1 karyawan. Sehingga dapat disimpulkan jika tidak terdapat 

manfaat social yang dirasakan UKM 99 Fish setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.18 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 99 

fish yaitu Rp 7,000,000 sebelum menerima bantuan. Sedangkan setelah 

menerima bantuan omset usaha meningkat yaitu  semester I sebesar Rp 

12,500,000 dan semester II Rp 25,000,000. Dan keuntungan  UKM 

Mawar Rp 3,000,000 sebelum menerima bantuan usaha sedangkan 

setelah menerima bantuan usaha mengalami peningkatan pada semester 

I  yaitu Rp 4,200,000 dan pada semester II Rp 9,200,000. Sehingga jika 

disimpulkan terdapat manfaat ekonomi yang dirasakan UKM 99 fish 

setelah menerima bantuan dari pemerintah. 

 

 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 1 1 1

3 Omset Usaha 7,500,000Rp      12,500,000Rp    25,000,000Rp    

4 Keuntungan Usaha 3,000,000Rp      4,200,000Rp      9,200,000Rp      

No Uraian
Sebelum 

Menerima Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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13. UKM TERNAK PUYUH “NAJWA” 

Tabel 4.19 Deskriptif Data Ternak Puyuh “Najwa” 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.19 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Ternak Puyuh “Najwa” sebelum mendapatkan bantuan yaitu 1 

karyawan  sementara setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM 

Ternak Puyuh “Najwa” semester I memiliki 1 karyawan dan pada 

semester II memiliki 2 karyawan. Sehingga dapat disimpulkan jika 

tidak terdapat manfaat social yang dirasakan UKM Ternak Puyuh “ 

Najwa”  setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.19 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Ternak Puyuh “Najwa” yaitu Rp 7,000,000 sebelum menerima bantuan. 

Sedangkan setelah menerima bantuan omset usaha meningkat yaitu  

semester I sebesar Rp 10,000,000 dan semester II Rp 15,000,000. Dan 

keuntungan  UKM Ternak Puyuh “Najwa” Rp 2,500,000 sebelum 

menerima bantuan usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha 

mengalami peningkatan pada semester I  yaitu Rp 5,000,000 dan pada 

semester II Rp 8,000,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat 

ekonomi yang dirasakan UKM Ternak Puyuh “Najwa” setelah 

menerima bantuan dari pemerintah. 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 1 1 2

3 Omset Usaha 7,000,000Rp      10,000,000Rp    15,000,000Rp    

4 Keuntungan Usaha 2,500,000Rp      5,000,000Rp      8,000,000Rp      

No Uraian
Sebelum 

Menerima Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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14. UKM KEDAI PIRAH 

Tabel 4.20 Deskriptif Data UKM Kedai Pirah 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.20 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Kedai Pirah sebelum mendapatkan bantuan yaitu 2 karyawan  

sementara setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Kedai Pirah 

memiliki 3 karyawan. Sehingga dapat disimpulkan jika terdapat 

manfaat social yang dirasakan UKM Kedai Pirah setelah menerima 

bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.20 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Kedai Pirah yaitu Rp 4,500,000 sebelum menerima bantuan. Sedangkan 

setelah menerima bantuan omset usaha yaitu  semester I sebesar Rp 

4,500,000 dan mulai meningkat di semester II yaitu Rp 7,000,000. Dan 

keuntungan  UKM Kedai Pirah Rp 1,100,000 sebelum menerima 

bantuan usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha mengalami 

peningkatan pada semester I  yaitu Rp 1,500,000 dan pada semester II 

Rp 3,000,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat ekonomi 

yang dirasakan UKM Kedai Pirah setelah menerima bantuan dari 

pemerintah. 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 2 3 3

3 Omset Usaha 4,500,000Rp       4,500,000Rp     7,000,000Rp       

4 Keuntungan Usaha 1,100,000Rp       1,500,000Rp     3,000,000Rp       

Sebelum Menerima 

Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
No Uraian
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15. UKM MERI POT 

Tabel 4.21 Deskriptis Data UKM Meri Pot 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.21 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Meri Pot sebelum mendapatkan bantuan yaitu 1 karyawan  sementara 

setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Meri Pot memiliki 2 

karyawan. Sehingga dapat disimpulkan jika terdapat manfaat social 

yang dirasakan UKM Meri Pot setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.21 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Meri Pot yaitu Rp 5.000,000 sebelum menerima bantuan. Sedangkan 

setelah menerima bantuan omset usaha yaitu  semester I sebesar Rp 

13,300,000 dan mulai meningkat di semester II yaitu Rp 26,600,000. 

Dan keuntungan  UKM Meri Pot Rp 1,265,000 sebelum menerima 

bantuan usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha mengalami 

peningkatan pada semester I  yaitu Rp 5,565,000 dan pada semester II 

Rp 10,120,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat ekonomi 

yang dirasakan UKM Meri Pot setelah menerima bantuan dari 

pemerintah. 

 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 1 2 2

3 Omset Usaha 5,600,000Rp       13,300,000Rp   26,600,000Rp     

4 Keuntungan Usaha 1,265,000Rp       5,565,000Rp     10,120,000Rp     

No Uraian
Sebelum Menerima 

Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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16. UKM RUBY ZAKYA 

Tabel 4.22 Deskriptif Data Ruby Zakya 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.22 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Ruby Zakya sebelum mendapatkan bantuan yaitu 2 karyawan  

sementara setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Ruby Zakya 

masi tetap memiliki 2 karyawan. Sehingga dapat disimpulkan jika tidak 

terdapat manfaat sosial yang dirasakan UKM Meri Pot setelah 

menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.22 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Ruby Zakya yaitu Rp 12.000,000 sebelum menerima bantuan. 

Sedangkan setelah menerima bantuan omset usaha yaitu  semester I 

sebesar Rp 15,000,000 dan mulai meningkat di semester II yaitu Rp 

21,000,000. Dan keuntungan  UKM Ruby Zakya Rp 6,530,000 sebelum 

menerima bantuan usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha 

mengalami peningkatan pada semester I  yaitu Rp 8,480,000 dan pada 

semester II Rp 12,280,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat 

ekonomi yang dirasakan UKM Ruby Zakya setelah menerima bantuan 

dari pemerintah. 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 2 2 2

3 Omset Usaha 12,000,000Rp     15,000,000Rp   21,000,000Rp     

4 Keuntungan Usaha 6,530,000Rp       8,480,000Rp     12,280,000Rp     

Sebelum Menerima 

Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
No Uraian
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17. UKM MALLOMO ORGANIK 

Tabel 4.23 Deskriptif Data UKM Mallomo Organik 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.23 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Mallomo Organik sebelum mendapatkan bantuan yaitu 5 karyawan  

sementara setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Mallomo 

Organik semester I memiliki 5 karyawan dan semester II memiliki 

karyawan 8. Sehingga dapat disimpulkan jika terdapat manfaat sosial 

yang dirasakan UKM Mallomo Organik setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.23 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Mallomo Organik yaitu Rp 21.000,000 sebelum menerima bantuan. 

Sedangkan setelah menerima bantuan omset usaha megalami 

peningkatan pada semester I sebesar Rp 28,000,000 dan semester II 

yaitu Rp 31,000,000. Dan keuntungan  UKM Mallomo Organik Rp 

13,000,000 sebelum menerima bantuan usaha sedangkan setelah 

menerima bantuan usaha mengalami peningkatan pada semester I  yaitu 

Rp 17,000,000 dan pada semester II Rp 19,850,000. Sehingga jika 

disimpulkan terdapat manfaat ekonomi yang dirasakan UKM Mallomo 

Organik setelah menerima bantuan dari pemerintah. 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 5 5 8

3 Omset Usaha 21,000,000Rp     28,000,000Rp   31,000,000Rp     

4 Keuntungan Usaha 13,000,000Rp     17,000,000Rp   19,850,000Rp     

No Uraian
Sebelum Menerima 

Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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18. UKM BARQHA ART GALLERY 

Tabel 4. 24 Deskriptif Data UKM Barqha Art Gallery 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.24 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Barqha Art Gallery sebelum mendapatkan bantuan yaitu 1 karyawan  

sementara setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Barqha Art 

Gallery memiliki 2 karyawan . Sehingga dapat disimpulkan jika 

terdapat manfaat sosial yang dirasakan UKM Barqha Art Gallery 

setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.24 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Barqha Art Gallery yaitu Rp 3.500,000 sebelum menerima bantuan. 

Sedangkan setelah menerima bantuan omset usaha megalami 

peningkatan sebesar Rp 8,000,000. Dan keuntungan  UKM Barqha Art 

Gallery Rp 3,500,000 sebelum menerima bantuan usaha sedangkan 

setelah menerima bantuan usaha mengalami peningkatan yaitu Rp 

8,000,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat ekonomi yang 

dirasakan UKM Barqha Art Gallery setelah menerima bantuan dari 

pemerintah. 

 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 1 2 2

3 Omset Usaha 3,500,000Rp       8,000,000Rp     8,000,000Rp       

4 Keuntungan Usaha 3,500,000Rp       8,000,000Rp     8,000,000Rp       

No Uraian
Sebelum Menerima 

Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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19. UKM FARID FISH 

Tabel 4.25 Deskriptif Data UKM Farid Fish 

Sumber : hasil wawancara pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.25 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Farid Fish sebelum mendapatkan bantuan yaitu 2 karyawan  sementara 

setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Farid Fish pada 

semester I memiliki 2 karyawan dan semester II memiliki 3 karyawan. 

Sehingga dapat disimpulkan jika terdapat manfaat sosial yang dirasakan 

UKM Farid Fish setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.25 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Farid Fish yaitu Rp 2.000,000 sebelum menerima bantuan. Sedangkan 

setelah menerima bantuan omset usaha megalami peningkatan pada 

semester I sebesar Rp 2,500,000 dan semester II Rp 3,000.000. Dan 

keuntungan  UKM Farid Fish Rp 2,000,000 sebelum menerima bantuan 

usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha mengalami 

peningkatan pada semester I sebesar Rp 3,000,000 dan semester II Rp 

3,500,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat ekonomi yang 

dirasakan UKM Farid Fish setelah menerima bantuan dari pemerintah. 

 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 2 2 3

3 Omset Usaha 2,000,000Rp      2,500,000Rp      3,000,000Rp      

4 Keuntungan Usaha 2,000,000Rp      3,000,000Rp      3,500,000Rp      

No Uraian
Sebelum 

Menerima Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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20. UKM LESTARI  

Tabel 4.26 Deskriptif Data UKM Lestari 

Sumber : Hasil Wawancara Pelaku UKM 

a. Berdasarkan tabel 4.26 di atas, diketahui jika jumlah karyawan UKM 

Lestari sebelum mendapatkan bantuan yaitu 1 karyawan  sementara 

setelah mendapatkan bantuan, Karyawan UKM Lestari tetap memiliki 1 

karyawan. Sehingga dapat disimpulkan jika tidak terdapat manfaat 

sosial yang dirasakan UKM Lestari setelah menerima bantuan. 

b. Berdasarkan tabel 4.26 di atas, diketahui jumlah omset usaha UKM 

Lestari yaitu Rp 12.000,000 sebelum menerima bantuan. Sedangkan 

setelah menerima bantuan omset usaha megalami peningkatan pada 

semester I sebesar Rp 14,000,000 dan semester II Rp 18,000.000. Dan 

keuntungan  UKM Lestari Rp 5,075,000 sebelum menerima bantuan 

usaha sedangkan setelah menerima bantuan usaha mengalami 

peningkatan pada semester I sebesar Rp 6,525,000 dan semester II Rp 

9,325,000. Sehingga jika disimpulkan terdapat manfaat ekonomi yang 

dirasakan UKM Lestari setelah menerima bantuan dari pemerintah. 

 

 

 

 

Semester I Semester II

1 Karyawan 1 1 1

3 Omset Usaha 12,000,000Rp     14,000,000Rp   18,000,000Rp     

4 Keuntungan Usaha 5,075,000Rp       6,525,000Rp     9,325,000Rp       

No Uraian
Sebelum Menerima 

Bantuan 

Sesudah Menerima Bantuan
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari kesimpulan data yang ada mengenai kemanfaatan bantuan 

usaha kecil menengah bagi pelaku UKM yaitu: 

1. Hasil analisis deskriptif dari sampel 20 responden terdapat 13 responden 

yang mengalami pertambahan karyawan setelah mendapatkan bantuan 

usaha dari pemerintah. Jadi bisa dikatakan pemberian bantuan UKM di 

Kab. Sidrap 65% memiliki manfaat social pada menyarakat atau pada para 

pelaku UKM 

2. Hasil analisis deskriptif pada omset dan keuntungan usaha dari 20 

responden mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan pemberian bantuan 

usaha kecil menengah di kab sidrap 100% memiliki manfaat pada 

menyarakat pelaku UKM. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat 35%  yang belum memanfaatkan 

secara maksimal bantuan usaha. Dengan begitu untuk memenuhi 35% tersebut 

diharapkan pemerintah Kab. Sidrap untuk lebih meningkatkan pelatihan sumber 

daya manusia dengan meningkatnya sumber daya manusia maka akan 

bertambahnya lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran di Kab. 

Sidrap.  
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